
 

 
 

 

 
 
 

BUPATI REMBANG 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG 

 

NOMOR   11   TAHUN 2014 
 

TENTANG 
 

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI REMBANG, 
 

 
Menimbang  : a.  bahwa dalam rangka membentuk pemerintah Desa 

yang profesional, efektif dan efisien, terbuka, serta 

bertanggungjawab, perlu pengelolaan keuangan dan 
aset Desa yang baik; 

 
b. bahwa dengan berlakunya Undang–Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa yang ditindaklanjuti 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa  Yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Daerah 
yang mengatur pengelolaan keuangan dan aset Desa 
sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Desa; 

 
Mengingat   : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

 
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan propinsi Jawa Tengah; 
 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

 



4. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495 ); 
 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589 ); 
  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5539);  

 
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang 

Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten 

Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81); 

 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG 
dan 

BUPATI REMBANG 
 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAN ASET DESA 
 

BAB I 
 

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Rembang. 

 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat 

Daerah sebagai unsur penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah. 

 

3. Bupati adalah Bupati Rembang. 
 

 



4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat  sebagai perangkat Daerah 

yang ada di Kabupaten Rembang. 
 

5. Camat  adalah Camat  di Kabupaten Rembang. 

 
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang 
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Rembang. 

 
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat oleh Pemerintah Desa dan Badan 
Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat 

yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.  
 

8. Pemerintah Desa  adalah Kepala Desa   dibantu Perangkat Desa  
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.  

 
9. Kepala Desa   adalah Kepala Desa   di Kabupaten Rembang.  
 

10. Badan Permusyawaratan Desa  yang selanjutnya disingkat BPD adalah 
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 

merupakan wakil dari penduduk Desa  berdasarkan keterwakilan 
wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

 

11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa  
dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk 
menyepakati hal yang bersifat strategis.  

 
12. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari 

Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis . 
 
13. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden 

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

 
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat 

RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk 
jangka waktu 6 (enam) tahun. 

 

15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah 
penjabaran dari RPJM Desa  untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.  

 
16. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah 

badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 

Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan 
Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha 
lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.  

 
17. Dana Desa  adalah dana yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer 

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan 
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 



pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 

pemberdayaan masyarakat. 
 

18. Alokasi Dana Desa  yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana 

perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi 
Khusus.  

 
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB 

Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan 
ditetapkan dengan peraturan Desa. 

 
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten 
Rembang. 

 

21. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah 
rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh 
Bupati    untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan 

membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 
 

22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA 
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran 
selama satu periode anggaran. 

 
23. Aset  Desa adalah  barang  milik  Desa  yang  berasal  dari kekayaan 

asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan 
hak lainnya yang sah. 

 

24. Hari  adalah hari  kerja.  
 

BAB II 
 

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 
 

Pasal 2 
 

(1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat 

dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.  

 
(2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan 

Keuangan Desa.  
  

Pasal 3 
 

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 
bersumber dari:  
a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya 

dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;  
b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;  

c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi Daerah;  
d. alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan 

yang diterima Kabupaten;  

e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;  



f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan  

g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.  
 
(2) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh 
perseratus) dari pajak dan retribusi Daerah.  

 

(3) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang 

diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.  
 

Pasal 4 

 
(1) APBDesa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan 

Desa.  
 
(2) Rancangan APBDesa diajukan oleh Kepala Desa dan 

dimusyawarahkan bersama BPD.  
 

(3) Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), Kepala Desa menetapkan APBDesa setiap tahun dengan Peraturan 

Desa.  
 

Pasal 5 

 
(1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan 

pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai 
dengan prioritas Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan 
Pemerintah.  

 
(2) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan 
dasar, lingkungan dan pemberdayaan masyarakat Desa. 

 

Pasal 6 
 
(1) Kepala Desa   adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan 

Desa.  
 

(2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Kepala Desa  menguasakan sebagian kekuasaannya kepada 
Perangkat Desa.  

 

Pasal 7 
 

(1) Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan 

kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APBDesa.  
 

(2) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) selain didanai oleh APBDesa, juga dapat 
didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan APBD.  

 
(3) Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah 

didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.  

 
(4) Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah 

Daerah didanai oleh APBD. 
 



Pasal 8 

 
Seluruh pendapatan Desa  diterima dan disalurkan melalui rekening kas 
Desa  dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa. 

 
Pasal 9 

 

Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa   
dan bendahara Desa. 

 
Pasal 10 

 

(1) Pengelolaan keuangan Desa meliputi:  
a. perencanaan;  

b. pelaksanaan;  
c. penatausahaan;  
d. pelaporan; dan  

e. pertanggungjawaban.  
 

(2) Kepala Desa  adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  
 

(3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa  menguasakan 
sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.  

 
Pasal 11 

 
Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun 
anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. 

 
Pasal 12 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan keuangan Desa diatur lebih 
lanjut dalam Peraturan Bupati. 
 

BAB III 

 
DANA DESA   

 

Pasal 13 
 
Dana Desa  dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan 
bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan 

serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.  
 

Pasal 14 

 
Pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan 

dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, 
luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. 

 

 
 
 

 
 



Pasal 15 

 
(1) Dana Desa  dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa . 
 

(2) Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan 
memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan 

tingkat kesulitan geografis. 
 

Pasal 16 
 
(1) Besaran Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan jumlah 

penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan 
tingkat kesulitan geografis. 

 
(2) Jumlah penduduk Desa,luas wilayah Desa, dan angka kemiskinan 

Desa  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan bobot: 

a. 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk Desa; 
b. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah Desa; dan 
c. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan Desa. 

 
(3) Tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) digunakan sebagai faktor pengali hasil penghitungan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

 

(4) Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dihitung dengan cara: 

a. dana Desa untuk suatu Desa = Pagu Dana Desa kabupaten x [(30% 
x persentase jumlah penduduk Desa yang bersangkutan terhadap 
total penduduk Desa di kabupaten) + (20% x persentase luas 

wilayah Desa  yang bersangkutan terhadap total luas wilayah Desa 
di kabupaten) + (50% x persentase rumah tangga pemegang Kartu 
Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga Desa  di 

kabupaten)]; dan 
b. hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a 

disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap Desa. 
 

(5) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

ditentukan oleh faktor yang meliputi: 
a. ketersediaan pelayanan dasar; 
b. kondisi infrastruktur; 

c. transportasi; dan 
d. komunikasi Desa ke ibukota Daerah. 

 
(6) Data jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan 

Desa, dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) bersumber dari Badan Pusat Statistik. 
 

Pasal 17 
 
Dalam hal terdapat pembentukan atau penetapan Desa baru yang 

mengakibatkan bertambahnya jumlah Desa, pengalokasian Dana Desa  
dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
a. pada tahun anggaran berikutnya apabila Desa tersebut ditetapkan 

sebelum tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan; atau 
b. pada tahun kedua setelah penetapan Desa apabila Desa tersebut 

ditetapkan setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan. 
 



Pasal 18 

 
Dana Desa ditransfer melalui APBD untuk selanjutnya ditransfer ke 
APBDesa. 

 
Pasal 19 

 

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun 
anggaran berjalan dengan ketentuan: 

a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus); 
b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh 

perseratus); dan 

c. tahap III pada bulan November sebesar 20% (dua puluh per 
seratus). 

 
(2) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari  setelah diterima di kas 

Daerah. 
 

Pasal 20 

 
Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening kas Desa dilakukan setelah 

APBDesa ditetapkan. 
 

Pasal 21 

 
(1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan, pembangunan,pemberdayaan masyarakat, dan 
kemasyarakatan. 

 

(2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk 
membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 

 

Pasal 22 
 

Penggunaan Dana Desa  mengacu pada RPJM Desa  dan RKP Desa. 
 

Pasal 23 

 
(1) Pengelolaan Dana Desa dalam APBD dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan 

keuangan daerah. 
 

(2) Pengelolaan Dana Desa dalam APBDesa dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan 
keuangan Desa. 

 
Pasal 24 

 
Bupati dapat membuat pedoman umum kegiatan yang didanai dari Dana 
Desa  dengan mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa sesuai 

pedoman umum yang ditetapkan Menteri. 
 

Pasal 25 
 

(1) Kepala Desa  menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa  

kepada Bupati setiap semester. 
 



(2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: 
a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun 

anggaran berjalan; dan 

b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun 
anggaran berikutnya. 

 

(3) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi 
penggunaan Dana Desa kepada Menteri, Menteri teknis/pimpinan 

lembaga pemerintah non kementerian terkait, dan Gubernur paling 
lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya. 
 

(4) Penyampaian laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan setiap tahun 

 
Pasal 26 

 

(1) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), Bupati dapat menunda 
penyaluran Dana Desa  sampai dengan disampaikannya laporan 

realisasi penggunaan Dana Desa . 
 

(2) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), Bupati   dapat 
menunda penyaluran Dana Desa  sampai dengan disampaikannya 

laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa 
tahun anggaran sebelumnya. 

 
Pasal 27 

 

(1) Dalam hal terdapat SiLPA Dana Desa  secara tidak wajar, Bupati   
memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan 
berupa pengurangan Dana Desa sebesar SiLPA. 

 
(2) SiLPA Dana Desa secara tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) terjadi karena: 
a. penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan prioritas penggunaan 

Dana Desa , pedoman umum, atau pedoman teknis kegiatan; atau 

b. penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan. 
 

(3) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. 
 

Pasal 28 
 
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Dana Desa diatur dengan 

Peraturan Bupati. 
 

BAB IV 
 

BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 

 
Pasal 29 

 

(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan 
retribusi daerah kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) 

dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah. 
 



(2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:  
a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh 

Desa; dan  

b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi 
penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.  
 

(3) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan 

Bupati.  
 

(4) Penyaluran bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah ke Desa  

dilakukan secara bertahap.  
 

(5) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan 
retribusi Daerah  kepada Desa diatur dengan Peraturan Bupati 

 

BAB V 
 

ALOKASI DANA DESA 

   
Pasal 30 

 
(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD setiap tahun anggaran dalam 

APBD.  

 
(2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mempertimbangkan:  
a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; 

dan  

b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah 
Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa .  

 

(3) Penyaluran ADD ke Desa  dilakukan secara bertahap. 
 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ADD diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

 

BAB VI 
 

BANTUAN KEUANGAN DARI APBD 

 
Pasal 31 

 
(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang 

bersumber dari APBD kepada Desa.  

 
(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat 

umum dan khusus.  
 
(3) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya 
kepada Desa  penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan 
tugas Pemerintah Daerah di Desa.  

 
 

 
 



(4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah 
Daerah dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan 
pemberdayaan masyarakat.  

 
(5) Ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan keuangan yang 

bersumber dari APBD  kepada Desa diatur dengan Peraturan Bupati. 

 
BAB VII 

 
BELANJA DESA  

 
Pasal 32 

 

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan 

ketentuan: 
a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran 

belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan 
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan  

b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja 
Desa  digunakan untuk:  
1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;  

2. operasional Pemerintah Desa;  
3. tunjangan dan operasional BPD; dan  

4. insentif rukun tetangga dan rukun warga. 
 

BAB VIII 

 
APB DESA  

 
Pasal 33 

 

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama oleh 
Kepala Desa dan BPD paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.  
 

(2) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui 

Camat  atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati 
untuk dievaluasi.  

 

(3) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan Desa 
tentang APBDesa kepada Camat. 

 

(4) Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat tanggal 31 
Desember tahun anggaran berjalan.  

 
Pasal 34 

 

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa  
kepada Bupati setiap semester tahun berjalan. 

 
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama 

disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.  

 
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua 

disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.  

 



Pasal 35 

 
(1) Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Kepala Desa juga 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB 
Desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.  

 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran  
 

Pasal 36 
 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan APB Desa diatur dalam 

Peraturan Bupati. 
 

BAB X 
 

PENGELOLAAN KEKAYAAN MILIK DESA  

 
Bagian Kesatu 

Umum 
 

Pasal 37 

 
(1) Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar 

hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil 
pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset 
lainnya milik Desa.  
 

(2) Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:  

a. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara, APBD, serta APBDesa;  

b. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang 
sejenis;  

c. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari 

perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan;  

d. hasil kerja sama Desa; dan  

e. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.  
 

(3) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa  yang 
ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.  

 
(4) Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah 

Desa.  
 
(5) Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan 

ditatausahakan secara tertib.  
 

Pasal 38 
 

(1) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas 
kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, 

efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.  
 
(2) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan 

kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan 
pendapatan Desa.  



(3) Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dibahas oleh Kepala Desa bersama BPD berdasarkan tata cara 
pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati.  

 

Pasal 39 
 

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan Peraturan Bupati     
dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 40 

 

(1) Kekayaan milik Desa diberi kode barang dalam rangka pengamanan.  
 

(2) Kekayaan milik Desa dilarang diserahkan atau dialihkan kepada pihak 
lain sebagai pembayaran tagihan atas Pemerintah Desa . 

 
(3) Kekayaan milik Desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk 

mendapatkan pinjaman.  

 
Pasal 41 

 

Pengelolaan kekayaan milik Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari 
perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, 

pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, 
pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan 

milik Desa. 
 

Bagian Kedua 

Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Milik Desa  
 

Pasal 42 
 
(1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik 

Desa.  
 
(2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Desa dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada 
Perangkat Desa.  

 
Pasal 43 

 

(1) Pengelolaan kekayaan milik Desa bertujuan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat Desa dan meningkatkan pendapatan Desa.  

 

(2) Pengelolaan kekayaan milik Desa diatur dengan peraturan Desa dengan 
berpedoman pada Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.  

 
Pasal 44 

 

(1) Pengelolaan kekayaan milik Desa yang berkaitan dengan penambahan 
dan pelepasan aset ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan 

kesepakatan Musyawarah Desa. 
 
(2) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa  

dapat dihibahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.  
 

 



Pasal 45 

 
(1) Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah 

dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk 

fasilitas umum.  
 
(2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

fasilitas untuk kepentingan masyarakat umum.  
 

Pasal 46 
 
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kekayaan milik Desa diatur 

dengan Peraturan Bupati. 
 

BAB  XIII 
 

KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 47 

 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah 
Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan 

Desa  (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor  56, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 67) di cabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

 
Pasal 48 

 
Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Rembang. 

 
Ditetapkan di Rembang 

pada tanggal   
                

Plt.BUPATI REMBANG 

     WAKIL BUPATI 
 

ttd 

 
   H. ABDUL HAFIDZ 

 
Diundangkan di Rembang 
pada tanggal  

   
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG 

 
ttd 
 

HAMZAH FATONI 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2014  NOMOR 11 

 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG, PROVINSI  

JAWA TENGAH : ( 321 / 2014). 
 



PENJELASAN  

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG 

NOMOR  11 TAHUN 2014 

 

TENTANG  

 

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA 

 

I. UMUM. 
 

Bahwa Peraturan Daerah ini ditetapkan atas berlakunya Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa  Yang Bersumber Dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dalam rangka 
mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan 

pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 
pemberdayaan masyarakat Desa.  

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini adalah terkait 
keuangan dan aset Desa. Keuangan Desa merupakan sumber 
pendapatan Desa  yang dapat berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil 

pajak dan retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan, bantuan 

keuangan, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. 
Sumber pendapatan tersebut secara keseluruhan digunakan untuk 

mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa. 
Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan 

kewenangan Desa , yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, 
pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. 
Sumber pendapatan yang digunakan untuk melaksanakan 

kewenangan dimaksud termasuk yang bersumber dari APBN. 
Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka mewujudkan 

penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa  
sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan 
pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, 
akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta 

partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai 
kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan 

perdamaian dan keadilan sosial. 
Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten 

Rembang, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam 

mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa  sebagaimana diamanatkan 
oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni 
terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus 

kehilangan jati diri. 
 

II. PASAL DEMI PASAL. 
 

Pasal 1 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 2 
 Cukup jelas. 
 

 



 Pasal  3  

Ayat 1 huruf a: 
Yang dimaksud dengan “pendapatan asli Desa” adalah pendapatan 
yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan 

kewenangan skala lokal Desa.  
Yang dimaksud dengan “hasil usaha” termasuk juga hasil BUM Desa  
dan tanah bengkok. 

Ayat 1 huruf g : yang dimaksud dengan “lain-lain Pendapatan Desa  
yang sah“ adalah antara lain pendapatan sebagai hasil kerja sama 

dengan Pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di 
Desa. 

 

Pasal  4 
 Cukup jelas. 

 
 Pasal  5 
 Cukup jelas. 

 
Pasal  6 

 Cukup jelas. 

 
Pasal  7 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 8 

  Cukup jelas. 
 

Pasal 9 
 Cukup jelas. 

 

 Pasal  10 
 Cukup jelas  

 

Pasal  11 
 Cukup jelas. 

 
 Pasal  12 
 Cukup jelas. 

 
Pasal  13 

 Cukup jelas. 

 
Pasal  14 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 15 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 16 
 Cukup jelas. 

 

 Pasal  17 
Cukup jelas.  

 

Pasal  18 
 Cukup jelas. 

 
 



 Pasal  19 

 Cukup jelas. 
 

Pasal  20 

 Cukup jelas. 
 

Pasal  21 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 22 
  Cukup jelas. 

 

Pasal 23 
 Cukup jelas. 

 
 Pasal  24 

 Cukup jelas  

 
Pasal  25 

 Cukup jelas. 

 
 Pasal  26 

 Cukup jelas. 
 

Pasal  27 

 Cukup jelas. 
 

Pasal  28 
 Cukup jelas. 

 

Pasal 29 
  Cukup jelas. 
 

Pasal 30 
  Cukup jelas. 

 
Pasal 31 
  Cukup jelas. 

 
Pasal 32 
  Cukup jelas. 

 
Pasal 33 

  Cukup jelas. 
 
Pasal 34 

  Cukup jelas. 
 

Pasal 35 
  Cukup jelas. 
 

Pasal 36 
  Cukup jelas. 
 

Pasal 37 
 Cukup jelas. 

 
 



Pasal 38 

 Cukup jelas. 
 
Pasal 39 

 Cukup jelas. 
 
Pasal 40 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 41 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 42 
 Cukup jelas. 

 
Pasal 43 
 Cukup jelas. 

 
Pasal 44 
 Cukup jelas. 

 
Pasal 45 

 Cukup jelas. 
 
Pasal 46 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 47 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 48 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 49 
 Cukup jelas. 

 
Pasal 50 
 Cukup jelas. 

 
Pasal 51 
 Cukup jelas. 

 
Pasal 52 

 Cukup jelas. 
 
Pasal 53 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 54 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 55 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 56 
   Cukup jelas. 

 
 



Pasal 57 

  Cukup jelas. 
 
Pasal 58 

  Cukup jelas. 
 
Pasal 59 

  Cukup jelas. 
 

Pasal 60 
  Cukup jelas. 
 

Pasal 61 
  Cukup jelas. 
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